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 PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA 
NOMOR  12  TAHUN  2010  

 
TENTANG  

 
  RETRIBUSI TERMINAL 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat          

di bidang pelayanan jasa terminal, telah diatur ketentuan mengenai 
Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 7 Tahun 2001; 

 
b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 
2001 tentang Retribusi Terminal, perlu ditinjau kembali; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Terminal.    

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

 
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3480); 

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua  
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 
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5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4444); 

 
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96   
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5038); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3258); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana  

dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4655);   

 
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 

tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan; 

 
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 

tentang Terminal Transportasi Jalan; 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun  2004 Nomor 2/E); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12). 
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Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURABAYA 

dan  
WALIKOTA SURABAYA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya. 

 
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. 

 
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota 

Surabaya. 
 

6. Badan   adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,  atau organisasi 
lainnya, lembaga, dan bentuk badan  lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.. 

 
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra 
dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum. 

 
8. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 

memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk 
pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima 
ratus) kilogram. 

 
9. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan yang berada          

di lingkungan terminal. 
 

10. Kios/stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan di lingkungan 
terminal yang antara lain dipergunakan untuk penjualan souvenir, loket 
penjualan tiket, tempat makanan dan minuman. 

 
11. Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan          

di lingkungan terminal untuk peturasan, jamban dan mandi. 
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12. Tempat Reklame adalah tempat yang disediakan untuk 
penyelenggaraan reklame. 

 
13. Tempat Istirahat adalah tempat yang disediakan bagi pengemudi, 

kernet, kondektur dan penumpang untuk beristirahat/menginap di 
lingkungan terminal. 

 
14. Tempat Cuci Kendaraan adalah tempat yang disediakan di lingkungan 

terminal yang dipergunakan untuk mencuci kendaraan. 
 

15. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki 
tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi 
atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 

 
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 
untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

 
17. Retribusi   Jasa   Usaha  adalah   Retribusi   atas   jasa   yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip 
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor 
swasta. 

 
18. Wajib  Retribusi adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menurut  

peraturan  perundang-undangan  retribusi  diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tertentu. 

 
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah. 

 
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan  besarnya  jumlah 
pokok  retribusi terutang. 

 
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/atau denda. 

 
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

 
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan. 

 
 
 
 
 



 5

BAB II 
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
 Atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di terminal 

penumpang berupa penyediaan tempat parkir untuk kendaraan 
penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya 
dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama retribusi  terminal. 
 
 

Pasal 3 
 

Obyek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : 
 
a. tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang bagi mobil 

penumpang umum dan mobil bus; 
 
b. tempat parkir; 

 
c. kios/stand; 

 
d. sarana kebersihan umum; 

 
e. tempat reklame; 

 
f. tempat istirahat; 

 
g. tempat cuci kendaraan. 

 
Pasal 4 

 
Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas 
terminal penumpang. 
 

Pasal 5 
 

Wajib retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi. 

 
BAB III 

GOLONGAN RETRIBUSI  
 

Pasal 6 
 

Retribusi terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha. 
 
 
 
 
 
 

 
 


